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DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Momor 37 Tehun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2011 pada angka IV point 6, bahwa Program dan
kegiatan vang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas
peruntukanriya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan
bantuan keusangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan
dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup
tersedia dan/atau belum diangoarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DFRD;

bahwa sehubungan dengan adanyz program dan kegiatan yang
bersumber cari bantuan keuangan pemerintah dan pemerintah provinsi
Jawa Barat dan belum teranggarkan dalam APBD Kabupaten Bekasi
Tahun Anggaran 2011, maka untuk melaksanakan program dan
kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan kedua
Peraturan Bupatl Momor 31 Tahun 2010 tentang penjabaran APBD
Kabupaten Eskasi Tahun Anggaran 2011;

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bekasi Nomor
31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Dagrah Tahun Anggaran 2011 tersebut perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat {Berita
Negara Tahun 1950} sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1968 MNomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelénggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 1998 Nomor 75,
Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia Nomar 3851):

Undang-Undang Memor 17 Tzhun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Momeor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negars
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nemor 4355);

Undang-Unidang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonecia
Tahun 2004 MNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengeldlaan dan Tanggungjawab Keuangan Megara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambashan Lembarar
Megara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 125,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubshan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesla Tahun 2008 MNomor 59,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Megare Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 140, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri MNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuban
agengan Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubshan Atas Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13
Tehun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

Peraturan [iasrah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
#abupaten Hekasi Tahun 2007 Nomor 1);

Peraturan Dasrah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tabun 2008 tentang
Crganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran
Caerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);

Peraturen Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2010 fentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomer 6);

Peraturen Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 31);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 31 TAHUN

2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Baberapa Kketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Penfabaran APBD Tahur, Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
MWomor 8 Tahun 2011 tentang Pzrubahan Peraturan Bupat Bekasi Nomor 31 Tahun 2010
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011, diubah sebagal berikut :

A. Ketentuan Pasal 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasl Tahur,
Anggaran 2011 sejumlah Rp 2.236.051.241.233,00, diubah sehingga harus dibaca

sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011

safLmlah Rp

1. Pencapatan :
8. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan

€. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Rp
Rp
Rp

2.354.606.415.810,00 dengan rincian sebagai berikut :

345.761.858.508,00

1,.123.751.848.644,00

430.5:15.892.640,00

Jumlah Pendapatan

Z; Belanja :
a. Eelanja Tidak Langsung

1} Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan Sosial
4) Belanja Bagi Hasll
5) Belanja Bantuan Keuangan
8) Belania Tidak Terduga

b, Belarja Langsung
1) Belanja Pegawal
2} Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan :
a. Penetimaan
b. Pengeluaran

Jumiah Perabiayaan Nato

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp 1.920.019.599.793,00

Rp 1.158.135.045.004,00

Rp 1.196.471.370.716,00

Rp 2.334.600:413,610,00
Rp (434.586,816.017,00)

Rp §13.445.833.460,00
Rp 90.266.638.000,00
Rp 57.352,180.000,00
Rp 27.511.550.000,00
Rp 51,256.239.700,00
Rp 18.302.603.924,00
Rp §2.781.950.500,00
Rp 438.477.313.737,00
Rp 675.212.106.479,00
Rp 434.585.816.017,00
Rp 2

Rp  434.586.816.017,00

Ep -




B. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga harus dibaca sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

€. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang

Penjabaran APED Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupatl

Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran APED Tahun Anggaran 2011
sepanjang tidak diztur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
Pasal IT

Peraturan Bupati Bekasi ini mulal herlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini,
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 30 Juni 2011




